PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 14 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUSI PEMANFAATAN HASIL DAN BAHAM TAHAMAN
PERKEBUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAK RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATIACEH TAMIANG,
Menimbang :
bahwa Hetribusi Pamantzatan Hasil dan Bahan Tanaman Perkebunan
merupasan Jenis Retribusi Dasrah Kabupaten, maka pntuk meneribkan
hasil dan porkebunan dalam Kabupaten Assh
Tamiang dipandang periu untuk mengaturnya untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daaran (PAD) dan periu menyesualkan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaki,

bahiwa untuk maksud terscbut perlu diatur delam suatu Qanun.
Mengingat :

Urdang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Hukem Acare Pidana

(Lembaran Negarz Ropublik indonesia Tarus: 1981 Nomor 78, Tembahan
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Lembaran Negara Repuhiik Indonasia Nomor 3268);

Undang-Undang Nomer 5 Tahun Y990 tentang Konsarvasi Sumberdaya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Nagara Republii Indonasia
Tahin 1890 Nomwor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1892 lentang Sisterm Budi Daya Tanaman
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1392 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3478},

Undang-Undang Momar 22 Tahun 1989 tentang Pemerintshan Daarah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun £899 Nomor 72, Tambahan
Lambaran Negara Republik indsnesta Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1889 tantang Parimbangan Keusngan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Inds-
nesla tahun 1989 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nemor 1103);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 fantang Penyslenggaraan Ke-
igtimewaan Provinsi Daerah istimewa Aceh {Lembaran Negara Ropubfk
Indanesta Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4184);

Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2000teniang Perubshan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 fentang Pajak Daerah dan Ratribusi Daerah
(Lembaran Negara Aepublik Indonzsia Tahun 2000 Nomar 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4048);

Undang-Undang Nomor 18 Takun 2001 lenlang Olonomi Khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsl Nangaroe Aceh

“Darussalam {Lsmbaran Negara Republik indenesia Tatun 2001 Nomor

©

114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4184},

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembeniukan Aceh Barat
Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kahupaten Aceh Jaya, Kabupaten MNagan
Raya dan Kabupaten Aceh Taméang di Provinsi Nanggros Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republix indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor £176};
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.+ Paraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1583 tentang Pelaksanaan Undang.
- Undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
. Negara Republik Indonasia Tabkun 1883 Nomor 36, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3208);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenitan Tanaman
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Mnnv:nas Tarmbahan
Lembaran Negara Nomor 3616);

Peraturan Femerintah Nomor 92 Tahun 1993 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan-Pajak yang berlaku pade Departéman
Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Requblik Indonesia Tahun
1999 Nomar 201, Tambahan Lembaran Negara Nomar 3914);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sabagal Daerah Otonom {Lembaran
Nagara Republk Indonesia Tahin 2000 Nomtor 172, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3893);

Peraturan Pemerintan Momor 66 Tahun 2001 tentang Rebibusi Daerah
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 4138);

Kepulusan Presiden Azpublik Indonssia Nomor 44 Tahun 1939 tentang
Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan beniuk
Rangangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Prasiden (Lembaran Negara Aepublik Indonesia
Tahun 1899 Nodmor 70, Tembahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomar ....};

Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang kefertuan
umum mangenal Penyidik Pegawal Neged Sipil Dingkungan Pemerintai
Daerah jo. Keputusan Menteri dalam Negari Nomar 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Famuﬂmah Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik
Panyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah,
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8. Keputusan Gubemur Provins! Manggroe Aveh Darussatam Momer 08 Talun
2008 tentang Peryeragaman Penyabutan Peraturan Dasrah menjad)
Qanun (Lembdran Daarah Provinsi Nanggros kceh Darussalam Tahun
2602 Nomer & Seri E Nomor 5

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN
Mdenetapkan
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG REFHIBUSI
PEMANFAATAN HASIL DAN BAHAN TANAMAN PERKEBUNAN.
BARI
KETENTUAN UMURM
Pzsai 1

Dalam Canun ini yang dimaksud d
a. Daerab adalah Daerah Kabupalen & Aceh Tarnsanq
B, F intah Dacrah adalah B
lain sebagai Badan Eksslaiil Daerah.
Bupati adalah Bupati Aceh Ta 3
Hantar Perkebunan adalah Kanlor Perkebunan Aceh Tamiang.
F'e,ahal adalah Psgawm yang diberi tugas tertantu dibidang Retribusi
vaturan F wg-undangan dasrah yang beraku,
Bad:n adalab sa»alu bentuk Badan Usahg yang mslipuli Persercan
Terbalas, Perservan Komanditer, Perseroan lafnya, Badan Usaha M
Negara stau Daerah dengan nama dan bentuk Persekuiuan apapun,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperas!, Yayasan Lembaga, Beatuk tsaha

Dagrah Otohor yang

sn.a.n
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sorta usaha lainnya

Retribusi Jasa Usaha adalah Astibusi aias jasa yang disediakan oleh

Pemerintah dengan menganut prnsip komersial-karena pada dasamya

dapat puta disediakan oleh saktor swasia.

Retribusi Pemanfastan Hasil dan Bahan Tanaman Perksbunan yang

sefanjutnya disebut Retribusi adalsh pembayaran atas jasa Pemanfasian

Hasli dan Bahan Tanaman Parkebunan.

Walib Retribusi adalah orang pricadi atau Badan yang menurut Peraturan

Perundang gan Retribissi diwajibkan untuk relakuikan perit

Retribusi,

Masa Retribissi adalah jangka wakly tertentu yang merupakan batas waklu
i busi iz Hasil

bagi walib Retribus

Tanaman Perkebunan.

Surat Pendaftaran Objek Reirlbusi Dagrah, yang selanjutnya dapat
disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retsibust untuk
melaporkan data objek Retribusi sebagal dasar perhitungan dan
pembayaran Retdbusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Daerah.

Sural Katarangan Refibusi Dagreh yang selanjutiya dapat disingkat SKRD
adalsh Surat Keputusan yang menentuken besarnya jurlah rétribus]
terhiitang.

. Surat Ketetapan fetribusl Daerah Kurang Bayar Tambehan yang

selanjutnys disingkat SKRDKPT, adalah Surat Keputusan yang menentukan
tambahan atas jumish Retrbusi yang telah ditetagkan.”

. Surat Ketelapan Retribus Dasrah Lebin 8ayar yang sslanjutnya dapat

disingkat SKROLB, adalah Surat Keputusan yang menentuken jumlzh
kelabihan pembayarsn retribusi karena jumiah pembayaran retribusi Iebifi
insar darl pada retribusi yang terhutang atau tidak echarusnya terhutang.
Surat Taglian Retibusl Dasra, yang saianjutnya dapat disingkat STRD,
adalah Surat untuk mefakukan tagihan Retribus! dan etay sanks
Administrasi berupa bunga #tau denda.

. Surat Kepulusan Keberatan adalsh Surat Keputusan atas Keberatan

terhadap SKAD, SKADKET, SKROLE alau terhagdap pemotongan aial
pemungutan oien pihak ketiga yang disjukan cleh Wejio Retribus],
Pemeriksaan adelah serangkalan untuk mencari, mengumptikan dan
inengolah data dan atau kelgrangan lainnya dalem Tangka kepalihan
permenishan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Daerah:
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= Penyldik Tindak Pidana dibidang RetribUst Dasrah adstan serangkaian
tindakan yang dilakukan ofeh Penyidik Pegawai Neger| Sipil yang
sefanjutnya dapat disebut Ponyidik, untuk mencari ggrta mengumpitian
bukdi yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang
FRetribusi Dasrah yang terjadi sera menemukan tersangkarya.

BAB il
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUS!
Pasal 2
Hetribusi ini adatah Relribusi Pemanfaatan Hasil dan Bahan Tanarmen
Perkebunan dipungut Retribusi atas pemanfaatan hasil dan behan tanaman
perkebunan,
Pasal3
Objek retribusi adalah hasil atau produksi dan bahan tanaman parkebunan

baik berupa bij-bifien dan bentuk kainnya maupun bahan tanamas hidup yang
barsumber dari Perkebunan Rakyat maupun Perkebunan Besar:

Pasai4

Subjek Retribusi adalah Pribac (Pedagang hasil perkebunan) atau Badan
(Perusahasn Parkebunan) yang memasarkan atay mengolah sandii dan atay
memaniaatkan hasilproduksi tanaman peckebunan dan bahan tanaman per-
kebunan baik dalam bifi-bijian dan bemiuk lannya matipun bahan tanaman hidup.

BAB il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal5
Rstribusi Permanfaatan Hasil dan Bahan Tananian Perkebunan digolongian

sebagai Retribusi Jasa Usaha.
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Bab 1y
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasail §

figkat penggunazn jasa diukur berdasarkan jenis kamodditi dan jumlah hasil/
juks! tanaman perkebunan yang dijual, dipasarkan serta diolah dan
rdasarkan jumiah dan jenis komoditi bahan tanaman yang dimanfaatian.

? BAB YV

‘. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
i DAN BESARNYA TARIF

? Pasal 7

insip dan sasaran dalam penatapan strultur den besamya tadf didasarkan
as tujuan untuk mendapatkan keunlungan yang layak dan pamas ditarima
ah ssjenis yang perast sendin-sendi ds i pada
arga pasar. .

BAB VI
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUS!
Pagal@

) Struktur Tarf digolongkan bendasarkan jenis dan volume hasil/produkesi
dan bahan tanaman yang dimanfastkan;

) Besamya Tarit Rembusi untuk setiap [enls hasilproduksi danbahan

tanaman dat g g komoditi
. Perkebunan adalzh semgal beriart :
No.| Komoditi Jenis Produksi Besaraya Tarif
1 2 3 4
1. |KelgpaSawit | Tandan Buah Segr (165) Fo.. 2- /Ko
Kecambah Rp. 25 fBufir
Hp. 100.- /Big

i
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i 2 | 3
2. |Karet Lump/Siat Pp
Shest Ro.
SR Rp.
Fp.
Fp.
Stump Okuiasi Mala Tigur Rp.
Bibit siap tanam dalam Polvbag Rp.
3. |Kelapa Kefapa butat i3
Kelapa cungkil Ap.
Kopra Fp.
Bibit sizp tanam Rp.
4. { Kalkao Biji Kering Rp.
Buah bulat Rp.
Kecambahy/benih Fp.
Bitst siap tanam Rp.
5. {Pinang Bush baszh kit R
Bifi kupas Rp. 7
Bil¥it stap tenam Rp.
6. | Kemir Buzh bukat/kuiit Rp.
Biji Kupes An.
Bibit siap tanam fip.
7. | Cengleh Bunga Kering Ap.
Tongha fip.
Bibit siap tanam Rp.
8 {Pala BIf Kering Rp.
nga Fp.
Bibit siap tanam Rp.
9. [Kopi i Kupas Fp.
Bibit sfap tanam Rp.
0. |Lada Lada hitara Rp.
Lada Rp.
Bibit slap tanam Rp.
it |dahe- Rimpang basah Rp.
7 |Hitam Daun nilam kering Rp.
. Mimyak nilam Rp.10.
B |Tebu Batangan Rp.  2-
. | Kooyt Rimpang basah Bp.  5- fKg
B. |Aren Gula . Rp. B~ Ky




. BABVI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

1) Retribusiyang jenis TBS Kelap i pada Pabrik
Pengolahan Kelapa Sawit dalam Daerah;

?) Apabila TBS kelapa sawit tersebul dibawa keluar Daerah, ditrtip pada
Pos Perbatasan alau pada pos lain yang ditentukar;

5} Unluk Relribusi terhuténg dari pemantastan hasil dan bahan tanamén
Perkebunan leinnya dipungut pada Pos Perbatasan,

BAB Vil
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 16

faat Retribusiterhutang adalah saat ditetapkannya SKRD aleu dokumen lainnya
fang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

1) Wajib Retribusi waiib mengist SPORD;

) SPORD sehagaimans dimaksud pads syat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani olet: walib retribusi atau kuasanya

} Benluk, is| seria tata cara pengisian dan penyampalan SFOAD sebagal-
mana dimaksud pade ayal (1) ditetspkan oleh Bupati
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BAB X

PEMETAPAN RETRIBUS)

b A BRI

Pasal 12
(1) Berdasarkan SPOAD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1
ditetapkan retribusi tethutang dengan menerbitkan SKAD atau dokumer
lain yang diparsamakan_
(2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atay
dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayaj
{1) ditetapkan oleh Bupatl,
BAB X1
TATA CARA PEMUNGUTAM
Pasat 13
(1} Pamungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retriousi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen Lain yang
diparsamakan.
BABXN
TATA CARA PEMIAYARAN
Pasal 14
1) Retribisi yang lerhulang harus diunast sekaligus dimuka.
{2} Tatacara Relribusi diatur

dalam Patunjuk Tehnis yang dibuat oloh Kepala Kantar Perkebunan dangan
pengesahan Bupall.
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BAB Xhl
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

} Retdbusi yang teriutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKROKET, STAD, dan surat keputusan keberatan yang
menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak
atau kurang hayar oleh Wajib Aetribusi dapal ditagih melalui Surat
Peringalan/Teguran atau surat lain yang disamakan;

1 Paraturan P

) Fensgmsn Fetribust melalui Surat F’enngatam‘?wurar\ atau au-mla'\'uyaug
yang beriaku, R
BAB XIV
KEBERATAN :
Pasal 16
} Waji Petrlbusi dapat mengajukan keberafan hanya kepada Bupati atau

pejabat yang diturjuk alas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT, dan SKROLB;

b)) Keh diajuk indonesia dengan I
yang jelas;

3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketatapan Retribus],
Walib Retribusi harus dapal membuktikan kefidakbenaran ketetapan
retdbusi tersebut;

4) Keberatan hafus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKAD atau dokumen Jain yang dipersamakan, SKRDKET
dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Ratribusi tertentu dapat
menunjukken bahwa Jangka wakiy ftu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya;

5) yang tidak memenuhl ; tan sébagaimana dimaksud pada
ayal (?) dan (2} tidak diangoap sebagal surat keberatan sehingga tidak
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dipertimbangkan,

(5} Pengajuan kebaratan tidak menunda kewsjiban membayar rafritiesi dag
pelaksanaan penzagihan retrbusi,

Pasaf 17

{1) Bupati datam wakiu pafing lema & {enam) bulan sejak tanggal surat
e ekt i keberatan i

@) K Bupati
sehagian, menolak atau msnamhah ‘besamya Retribus! yang teﬁmrang‘

{3) Apabila jangka waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (2) tefah lewat,

Bupati tidak suaty K 1 yang diajukan
tersabut, maka dianggap dikabulkan.
BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pagal 18

{1) Atas kelebihan psmbayaran Retribusi, Wajib Retibus! dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam janaka wakiu pa\mg la2ma & (enam) buian ae]ak htenimanya
mehGn mana

ayat (1), harus memberikan Kepuiusan,

@ k2 jang i ayet (2) tefeh dilampai
dan Bupaitidak sualy 1 pengambaliar
kelabihan retribusi disnggap diksbulkan dan SKROKS harus ditarbits
dalam jangka wakiu pating lama 1 {safu) bulan;

(4) Apabila Retribusi mempunyai hutang retrbusi jainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsing
diperhitungkan uniui metunasi teriebin dahulu hitang retribusi tersebut;

{8} 1 kelebiban Retribusi sa dimaksud
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sda ayat (1) diiakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dus) bulan
Hak diterbitkannya SKROLE;

pabila pengembelian kelebihzn Aatribusi dilakuk h

t jangka wakiy 2 (duz) bulan Bupati memberikan imbaian bunga
fbesar 2% (dua persen) sebulan atas keleriambatan pambayaran
Miebifian Retribusi.

' Pasal 18

Frmohcnan penge kelabih retribusi d\a]Likan
peara terulis kepada Bupati dengan Eskmang kmengruyaman
| Nama dan alamat Wajib Reiribusi.
Mase retribusi. ;
| Besamya kelabthan pemhﬂyaﬁn.
| Alasan yang singkat dan jelas.

kelebifran
ch.la langsung atau melalyi pos tercatat;

uldz penerimaan oleh Pejabat Daereh atau buktl pengiiman pos tercatat
i1srupakan bukti saat permohonan diterima olah Bupati.

Pasal 20

Y Refribusi di dengan
renerbitkan Surat Perintah membaya.r kelebhan Retribusi;

ipabita kelebinan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
tetribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat {4)
embayaran dilekukan dengan cara pemindahbukasan dan bukil persindat-
ukuan berlaku sebagei bukil pembayaran.

BAB XV
ENGUARANGAN, KERINGANAN AN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

Jupai dap kernganar i Retrbush;
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(2} Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi
kstict ayat (1) dengan Kondisi keman-
puan Wajib namnm,

(3) Tata cara per keringanan & bebesan retrib

olah Bupat.

BAB XVII
KETENTUAHN PiDANA
Passl 22
(1) Wajib Retribusi yang lidak melaksarakan kewajibannya sehingga
merugikan Keuangan Dasrah diancam Fidana Kurungan paling lame 6
{enarr} bulan atau denda paling lama 4 (smpat] kali jumiah retribus
terhutang;

{2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1} adalah Tindak Pidana
Pelanggaran.

BAE XVl
PEHYIDIKAN

Pasal 23

Pejabat Pegaweai Neger Sipil tertentu di Lingkungan Pemerictah Dasrah
diber wewenang Khusus Sebagai penyidik unluk metakukan penyidikan
tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah alav Retribusi Daerah
sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
teniang Hulum Acara Pidana;

(2) Wewenang penyidik scbagai dimaksud pada ayat {1) adatah :
a. Menerima, mencan mengumpuikan dan meneliti kelérangan atau
ran berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daarah
agar kammg—mahu Faporan lerssbut menjach bngkap atau jalas.
b. Meminia & orang pib vadan usaha
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sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Dasrah.
Memeriksa buki, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Dasrdh.

Meminta banfuan tenaga ahli dalam rangka pefaksanasn gas
penyidikan findek pldana dibidang Retribusi Dasrah,

. Melakukan tindakan laln yang perfu untuk kelancaran penyidikan tintak
pidara dibidang Reteibusi Daerah menurul hukum yang dapal
dipertanggungjawabkan.

Manyuruh berhenti dan atau melarang sesecrang meninggatian
ruangan atau tempat pade saal pemeriksaan sedang berangsung dan
identitas orang dan alau dekumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada hurut e

Memotrst seseorang yang berkaiten dengan tindak pidana Retribusi
Daerah.

wemanggll orang untuk didengar ketarangannya dan diperksa sebagal
torsangka atau saksi.

Menghentikan ponyidikan.

Melakukan tindakan tain yang perl untuk kelancaran penyidican tindak
pidena dibidang Retribusi Daserah menunst hukurn yang dapat dipar-
fRnggungjawabkan,

& o

o

F @

[

Penyldik sebagaimana dimaksudkan pada ayal (1) memberitahukan
difmutainya penyidi dan mer hasil kapa
Penuntut Umum, sesual dengan ketentuan yeng diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1881 teniang Hukum Acars Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

‘) Dengan berfakunya Qanun ini, maka semua kefentuan yang bertentangen
‘ dengan Qanun ini dinyatakan tidek bertaku lagi.

I} Hal-halyang b dalam Qanun ini, menganai peratuan
| pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.




Fasal 25

Qanur ini mulai berai pada langgal ditndangkan.

Agar sefiap orang dapat
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kab.)pa!enm
‘Tamiang.

Disahkandi : Karang Bamy
21 November 2003 14

Padatanggal :

25 Ramadhan 1424;

Pj. BUPATL ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TABANG

Drs. ISHAK DJUNED
Pembina Th.|
Hip. 010 055 253

LEMBARAN DAERAH KABUPATE‘!M?EH_TMBANG TAHIN 2003 NOMOR 1€
SERIC

206




	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_01
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_02
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_03
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_04
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_05
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_06
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_07
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_08
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_09
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_10
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_11
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_12
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_13
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_14
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_15
	Qanun Kab. Aceh Tamiang No.14 Thn 2003_Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Dan Bahan Tanaman Perk_Page_16

